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ABSTRAKSI 

 

Nama  : Muhamad Rafli 

Nim  : 201910110311473 

Judul : ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD 

TERHADAP DEMOKRASI DAN PERSPEKTIF KEDAULATAN 

RAKYAT DALAM MEMILIH CALON PRESIDEN DAN 

WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA 

Pembimbing :  1. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H 

  2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H 

 

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang dimana kekuasaan 

tertinggi dipegang oleh rakyat sebagaimana tercantum pada konstitusi kita pada pasal 

1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagaimana pada pasal 

tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan harus dijalankan 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, 

hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan 

menyelenggarakan pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan 

masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 

Dalam penelitian kali ini berupaya  mengkaji Presidential Threshold dalam perspektif 

kedaulatan rakyat dan Implikasi terhadap demokrasi di Indonesia. Dalam penelitian 

kali ini diharapkan menjadi salah satu acuan atau pengembangan dalam ilmu 

interdisiplin. Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dengan analisis 

diskriptif. Berdasarkan analisis penulis terhadap isu hukum yang menjadi fokus dalam 

peneitian ini. Hasil penelitian dari  implikasi adanya Presidential Threshold atau 

ambang batas dalam pencalonan presiden menjadi polemik di Indonesia, karena 

dianggap membatasi kadidat pemimpin negara. Karena sejumlah hak telah dikurangi, 

termasuk hak partai politik peserta pemilu yang terhambat oleh keberadaan ambang 

batas yang tidak semua partai dapat memenuhinya. Selain itu, pilihan yang dimiliki 

oleh rakyat akan semakin terbatas karena keberadaan Presidensial Threshold akan 

mengurangi variasi opsi dalam proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

dan juga Implikasi terhadap sistem demokrasi yang menciptakan polarisasi dalam 

masyarakat. 

Kata Kunci : Presidential Threshold, Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, pemilu, partai 

politik 
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ABSTRACT 

Nama  : Muhamad Rafli 

Nim  : 201910110311473 

Judul : ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD 

TERHADAP DEMOKRASI DAN PERSPEKTIF KEDAULATAN 

RAKYAT DALAM MEMILIH CALON PRESIDEN DAN 

WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA 

Pembimbing :  1. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H 

  2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H 

 

Indonesia adheres to a democratic system where the highest authority is held by the 

people, as stated in our constitution in Article 1, paragraph (2) of the Basic Law of the 

Republic of Indonesia. As mentioned in that article, it emphasizes that sovereignty rests 

in the hands of the people and must be exercised in accordance with the Basic Law. 

The people have sovereignty, responsibility, rights, and obligations to democratically 

choose leaders who will govern and serve all layers of society, as well as to elect 

representatives to oversee the functioning of the government. In this research, the aim 

is to examine the existence of the Presidential Threshold from the perspective of 

sovereignty and its implications for democracy in Indonesia. In this research, it is 

expected to serve as a reference or contribute to the development in the field of 

interdisciplinary science. The researcher utilizes normative juridical research with 

descriptive analysis. Based on the author's analysis of the legal issues focused on in 

this study, the research results indicate that the implications of the Presidential 

Threshold or the threshold in the presidential candidacy have become a polemic in 

Indonesia. This is because it is considered to limit the candidacy of national leaders, 

as several rights, including those of political parties participating in elections, are 

hindered by the existence of a threshold that not all parties can meet. Furthermore, the 

choices available to the people will be increasingly limited because the presence of the 

Presidential Threshold will reduce the variety of options in the process of electing the 

President and Vice President, leading to implications for the democratic system that 

create polarization within society. 

 

Key Word : Presidential Threshold, People sovereignty, Democracy, election, political 

parties 
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